."':-KEGEATAN YANG PERE‘U @EKEMBANGKAN
ALAM MENGATASI PERKAWINAN DINI
@AN KEHAMHAN WANITA MEDA EJSEA

Oleh H M Abﬁi Koro®

- f ABSTRACT

The mczdence of undemge female marriages and pregnancies are still .~
jiequently found in Indonesia. The causes are of various kinds, including =

socioculturdl factors, sacio-economic factors as'well as socio-psychological

factors. The results of this underage female marriages and pregnancies are
of various, kinds -also. It can be observed from the aspects of not enly
de%?i:c)g;f;apfzy and health, but the aspects of socio-culture, socio-economic
and_---i}_ar_ious aspects of other living phenomena as well.

'To' ovércome undemge female marriages and pregnancies, various
actzvztzes need to be undertaken, which basically have as objectives io
achzeve the real:zatzon of a change in community attitude. This attitude in
questzon Jis, in genes al rhe will and preparedness to conduct marriage af
a sufficiently mature age, minimally according to the stipulations of the
marriage age-limit as regulated by the marriage law No. I, 1974. This will
lead to the achievement of the population and family planning objectives,
namely the iealmatwn of the small, happy and prosperous family norns.

The PrOgrans that can be developed to achieve objectives like these
are of___varzous kinds. It can be directed to government officials, commugiity
leaders, parents, voung.eligible couples and the young generation theiselyes.
The various programs meant, can be of a long term as well as short rerm
nature.

Especially for the short term progream, directed to the young generation,
activities considered as suitable for implementation'is the communication,
information and education program, the implementation of which should
be by exploiting the various communication media available in the community,

#* Mantan Kepala Biro Pengawasan Hakim dan Tenaga Ahli Komisi Yudisial RI; Ketua Widyaiswara
Indonesia (IWI) se-Indonesia; Lektor Kepala Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dan
dosen beberapa Perguruan Tinggi dan Pascasarjana di Jakarta dan Bandung.
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united and. ffzré‘fLSécfbfal in-naiure. In addition various activities of educa-
fion to mzprove ﬂze SAIHS espéc:aily youths® drop-outs need io be under- -

:z‘ake}z as welf

To evade Ihe posszb]e emeigence of unwanted szde effects, therefore,

this commwzzcanon information and education should be cona’zlctefl_ 3

- concunem‘ly with a_stable moral and reizg:ous education.

In order that'the various programs plmzned can be properly realized,
support from the various institutions in the community should also be

developed. I addition, political suppori, not only from government officials
bur-also frem compunity leaders are needed.

| Masalah kependudnkan dewasa ini merapakan masalah yang perlu.
mendapat perhatian dari semua pihak karena masalah ini berhubungan.

erat dengan hampir keseluruhan aspek kehidupan bangsa kita, baik langsung
maupun tidak langsung. Masalah kependudukan di Indonesia
memperlikatkan ciri-ciri yang tidak menguntungkan bagi permbangunan

bangsa dewasa ini dengan faktor utamanya adalah jumlah dan pertambahan

penduduk yang relatit masih cukup tinggi disertai penyebaran penduduk

. yang kurang merata dengan komposisi umur yang lebih muda, di mana

keseluruhan hal tersebut dapat menimbulkan akibat vang htlrang
menguntungkan dalam sistem kependudukan di Indonesia. '

Program Keluarga Berencana dan Kependudukan merupakan salah
satu dianiara program pembangunan nasional dewasa ini, telah
mel_aksanaka:i programnya secara berencana dan merata di seluruh wilayah
Nusantara., Tujuan program Keluarga Berencana dan Kependudukan
seperti tercantum dalam TAP MPR 1V/1978 yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan
keluarga bahagia yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang
sejahtera dengan mengendalikan kelahiran, sekalious dalam™rangka
menjamin terkendalinya pertambahan penduduk Indonesia.

Dewasa ini, salah satu masalzh yang cukup menentukan dalam
pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan adalah komposisi penducduk
usia muda dengan penduduk usia muda remaja yang sekaligus merupakan
masa reproduksi pertama pada nmur antara 16-24 tahun jumlahnya
relatip cukup tinggi yakni sekitar 25% dari penduduk Indonesia. Dengan
demikian, tidaklah mengherankan bila dalam usazha mengatasi besarnya
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_tersebut

. ATAR BELAKANG MASALAH

i yénc merata di séluruh wilayah Nusantara, berbagai manfaat telah dirasakan

- dari hasil program tersebut, baik manfaat yang bersifat langsung maupun '_ 7
« yang tidak langsung. Pada masa sekarang ini, terutama dalam menghadapi .

B ‘Program:Pembangunan Nasional (PROPENAS), sasaran lebih diarahkan
;__-”'péda kelompok usia remaja yang jumiahnya relatif semakin meningkat
. ;d;,ba;}dmg pada masa-masa sebeiumnya

_ Adapun masalah yan0 dirasakan dewasa ini dalam hubungannya
' denoan perkawinan dini dan kehamilan wanita muda usia, dapat diperinci
‘dalam beberapa bagian utama.

1. Adanya kenyaiaan bahwa perkawinan dini dan kehamilan pada wanita
- muda usia relatif masih tinggi terntama di daerah pedesaan. Hal ini
‘dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor sosial budaya,
pola kehidupan ekonomi di pedesaan. fakior sosial psikhologi serta

~ faktor-faktor lainnya. (Data BPPKR 2009).

-2, - Akibat dari tingginya perkawinan dan kehamilan wanita muda usia
b seperti tersebut di atas, dapat dirasakan dalam berbagai aspek
kehidupan kita seharihan.

‘a.  Darisegi demografis, jumlah serta angka kelahiran relatif masih

" “tetap tinggl disertai laju pertambahan penduduk yang juga tinggi

'yang secara langsung berhubungan dengan pemanfaatan masa
‘reproduksi yang lebih panjang. (Data BPPKB 2009).

b .Dari segi kesehatan akan tampak akibat pada tingginya angka
kesakitan serta angka kematiancbayi dan ibusbersalin, (Data
BPPKB 2009).

c. Dari segi sosial budaya, agama serta segi kehidupan lainnya,
yang erat hubungannya dengan masalah kependudukan akan
tampak akibat yang lebih tinggi serius antara lain meningkatnya
angka tuna karya (penganggur), tuna susila serta berbagai masalah
sosial lainnya, di mana keseluruhan permasalahan tersebut tadi
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3Se3ak peiaksanaan procmm Keluarca Berencana dan Kependudekan D




'ja

melupakan hal yang kalt menva;t satu dengan yang Iamnya -
~AData KES0S 2009).. :

.Usah_a pemerintah dalam meéningkatkan usia perkawinan melalui

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tabun 1974 hinoga saat i belym .

terlaksana dengan baik di mana masih tampak hambatan- ~hambatan +

ﬂ_ daiam segi pentelapan serta peiaksanaannya (Data Kemenag 2006). .
”’?@gmgw

Adapun usaha penmcrkatan usia perkawinan dan kehamilan Dberfujuan

o itmtuk mencapai terwujudnya perubahan sikap masyarakat secara umum
“untuk melaksanakan perkawinan pada umur yang cukup dewasa, sekurang-
kurangnya sesuat dengan UU No. 1 tahun 1974 dalam menuju tercapainya

_tujuan program Kependudukan dan Keluarga Bereneana dalam mewujudkan

MNorma Eeluarga Kecil Bahagia Sejahtera (INKEBS). (BPPKB-NAS).

D. EEBIJAEAN DASAR
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Dalam usaha pencapaian tujuan seperti tersebut di atas, maka ditempuh

suatu kebgakan dasar yang meliputi kebijakan umum dan kebijakan
' khusus

1.

Eebijakan umum

Kebijakan umum yang ditempuh dalam progiam Kependudulan

~dzn Keluarga Berencana tahun anggaran 2009/2010 adalah CATUR

WARGA dalam arti satu Keluarga terdiri atas ayah, ibu serta dua

~ anakisaja (tanpa membedakan jenis kelamin anak).

Kebijakan ini ditempuh dengan strategi dasar yaitu PANCA
KARYA yang meliputi lima kegiatan utama, serta dukungan utama
program caturbahwa utama yang meliputi dava, dana, sarana dan
metoda, yang perfwdimanfaatkan seefisien mungkin. Adapun lima
kegiatan yang termasukedalam panca karya meliputi_hal*Sebagai
berikut:

1. Kegiatan yang ditujukan kepada golongan usia muda di mana
isteri belum mencapai usia 30 tahun dengan mengusahakan
mereka mempunyai anak tidak lebih dari dua orang, tanpa
membedakan laki maupun anak perempuan.

b2

Kegiatan yang ditujukan pada pasangan usia subur di mana
isteri telah berusia lebih dari 30 tahun dan telah mempunyai
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..:'anal\ lcblh amu Sama dc,noan dud denoan mel wusahakan mereka
: -untuk t1daI\ Iaox memmbah Jumlah anak yano telah dimilikinya.

".;Ixecmta;a yanfs dlta_]u}\,an pada’ pels;aphzn yang mantap bagi
”_Ucnelasx muda untuk ‘memahami hakekat dan Nll«.‘zi Keluarsa
'Kecﬂ Bahacla Seyihtcra (NKKBS) :

: .'"_"_Kecrm{an ydnc dlau_]ul\an untul\ mempmkuat p; 0s€5 pcimnbao"um
o ‘secara fisik usaha Kepmdudmk&n dan KB, sehingga secara
o ;keiompok dfﬂam masycn akat makin lama senmL.m ‘menjadi bagian
__'yanﬂ tak Eel’[)iS'lhkdﬂ dan kegiatan nasyar okt itu seadm Kegiatan
* tersebut melipuii kegiatan ekonomi dalam pemnﬂkamn pendapatar:
keluarga umpamaﬁya mcl.ﬁm I\opems; serta usaha—usahd bantuan
-sosm} 1a1nnya o i, S

5 :_heciamn yancr dxtujui.\an untuh mempexku’tt proses pelembagaan
. menial serta dukungan yang bersifat psikhologis termasuk kegiatan
”___.pemupan anak balita, program asuhian natuk usia lanjut,

' - pembentukan jaminan ham tua dan lain sebwa;nya

2 Kebljakan khusus -

. Kebljak’m khusus ini sasaran utamanya adaiah cenerasi muda
sebawai kelompok penduduk Indonesia yang sangat potensial dan
. saﬂcai menentukan pola Lependudukdn pada masa mendatang.

Kebl_rilxan Khusus ini dapdt didasarkan pada UU Ne. 1/1974

téntanﬂ pexkdwman serta keputusan Presiden yaitu Keppres No.
- 52/1977 tentang penchpamn dan Keppres No. 38/1978 tentang
'BKKBN,

Adapuniyang menjadi sasaran utamanya adalab generasi muda
menjelang usia'perkawinan serta pasangan usia subur vang masih
muda. Selain itu juga sasaran ditujukan pada para orang tua yang
mempunyai anak usia remaja/dewasa serta para tokoh masyarakat
baik formal maupun yang nonfermal, termasuk pemukaagama dan
pemuka adat, dan organisasi-organisasi pemerintah/non pemerintah

. .yang erat hubungannya atau yang menangani langsung masalah
perkawinan.

Dalam hal pendekatan tersebut, maka proses terealisasinya
kesadaran inidividu dan masyarakat harus melaiui pendekatan
kemasyarakatan yang bersifat manusiawi dengan tetap memperhatikan
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i norma—norma masyarakat yancr ada serta dapat menjadi kebutuhan

;;_'selayaknya bagi masyarakat itu- sendiri. .

SR =AUntuk mendapatkan hasil.yang d1harapkan makaperlu adanya_ .
_kesepakatan serta; dukunccm politis dari para pejabat pemierintah -

- dan pemuka masyara}\at seinncvga dengan demikien dirasa perhi..
_adanya payung hukum berupa. peraturan resmi, disertai kegiatan

" penataranidan }atlhan Seria usaha-usaha lain secara intensif dan
e 'menyeluruh Sedangkdn di Iam pxhak untuk mencegah ekses negalif
. sebagai akibat peningkatan usia kawin, maka kebijakan dasar ini

_' .".‘.harus puia dlbarengx dencan pend1d1kan moral dan utamanya -

'pendadlkan agama yang Ieb;h mantap. | -

Menoenzu pola penggarapan program sebauknya dﬂakukan secara
terpadu dan lintas sektoran dengan memperhatikan kondisi daerah

| dan masyarakat setempat. Deéngan penanganan program melalui
© jalur terpadu maka kegiatan dapat berbentuk kegiatan baru secara

lintas sektoral maupun kegiatan dalam bentuk meningkatkan/
mengmtensmk&n program yang sudah sedang berjalan. Bentuk
informasi yang diberikan sedapat mungkin bersifat edukatif yang
mengarah pada tanggung jawab kepada keluarga disertai pendidikan

: yanfr mformanf mengarah kepada terwujudnya kesadaran yang ting ggi.

Pelaksanaan program dapat dilakukan melafui jalur terpacu
yang telah ada meliputi penerangan tatap muka, penerangan kelompok

daxi berbagai pihak, penerangan melalui media massa serta pendidikan

baik formal maupun non formal. Selain itu ditekankan pula pendidikan
informal melalui jalur keluarga oleh orang tua sendiri terhadap
anak- anaknya

E. PROGRAM KEGIATAN OPERASIONAL

96

~ Program kegiatan“operasional dapat dibagi dalam tahapan vakni
jangka pendek dan jangka panjang.

Program jangka pendek,

a. Program yang kegiatannya diarahkan kepada penterapan
pelaksanaan berbagai ketentuan yang telah ada meliputi:

1) Membantu penerapan dan penyelenggaraan ketentuan umur
perkawinan dini minimal seperti yang tercantum dalam
UU No. I Tahun 1974,
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-'-menountuaﬁi\an

L3) 8 _Menmpmka_n dukunga_n dan kesepakatan politis dan hukum S
.o darisemma pihak untuk berbagai upaya yang mengarsh &
= -}\epada pendldﬂ\an EEIhddD.p semua plhEﬂ\ yang teiiibat dalam e

o praknk pelkawman dini.

' -'.:Menuumpuikan dan menOtdentxﬁkas; semua ba.hzm dan Keter: angan »

tentang berbagai faktor yanU mempenoamhx ter Jadmya perkawinan

o 'd1m antara Iam

-':_1) Menvidennﬁl\a’-‘,l Semua Unsur penumjang serta unsur -

.- penghambat terhadap usaha peningkatan usia perkawinan,
baik di kota terutama di daerah pedesaan.

2} - Mengidentifikasi lembaga sevta organisasi masyarakat vang

. dapat dimanfaatkan dan diikutsertakan secara akuf dalam
kegiatan peningkatan usia perkawinan.

2. ' Program jangka panjang

a

*Melanjutkan usaha-usaha yang telah dilaksanakan dan dicapai

dalam program jangka pendek.

“ Mengembangkan sistem administrast yang sempuzna dalam bidang
‘pencatatan dan pelaporan berbagai peristiwa vital-dalam

- masyarakat khususnya serta administrasi kependudukan pada

umuninya sehingga tercipta ketertiban informasi data

kependudukan,

- Mengusahakan adanya perubahan di dalam ketentuan tentang

umur perkawinanedalam Undang-Undang No. | Tahun 1974
menjadi 20 tabun untuk'wanita serta 25 tahun untukfaki-laki.

Keselurvhan program kegiatan operasional seperti tersebut di atas
terutama penerapan program jangkas pendek, dapat dilaksanakan dalam
berbagai bentuk kegiatan yang meliputi: latihan serta kursus bagi tenaga

- pelaksana serta peningkatan keterampiian bagl remaja terutama mereka
yang mengalami putus sekolah yang disertai dengan bimbingan dan
pengarahan serta pengendalian kegiatan-kegiatan. Sedangkan untuk setiap
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-;bentu}\ pewncanaan pelaksanaan maupun pemlamn procram Sedapat_-

- “mungkin didahului oleh rTapat-rapat koordinasi untuk lebih memunokmkan :

B 'penelapannya dalam bentu}\ hntas program naupun lintas.sektoral.

Selam dari itu, Leclatan Janncran mform2131 perlu ditingkatkan serta )
'-1eb1h d:kembanokan di mana di samping memberikan informasi yanc_”_ ;
- isegar, Jjuga untuk menchmdarkan terjadinya duph}\asx dalam berbagai

' 'ﬁfbentuk usaha sezta duphka51 penehtxan yang berhubungan dencran :
- ..perkawinan dini, khususnya peningkatan usia perkawman yang munﬂcm"-_ :

: -'f*diselenggmakan oleh bexbagal pxhak b '

Untuk menoetahm keberhasilan oper. asu)nal serta untuk penyempumaan %
;dan peningkatan rencana lebih lanjut, perlu diadakan penilaian hasil
+program melalui sutu sistem pencatatan dan pelaporan yang baik lenglkap
. ldengan umpan balik .kepada semua pihak yang terkait, serta melalui
suati penehitian atau studi evaluasi. Dalam penilaian program operasional

_ tersebui di atas, perlu disusun kriteria keberhasilan antara lain:

“-a. - Meningkatnya umur perkawman dan umur melahirkan anak yang
pertama. -

b.. Menurunnya angka perceraian serta angka fertilitas.

€. | Menurunnya/tercapainya target jumlah anggota keluarga dalam
lingkungan pasangan usia muda.

.d.  Menurannya angka kematian bayi/anak dan ibu bersalin.

-e. Terjadinya perubahan sikap masyarakat yang tampak secara nyata,
‘baik sikap terhadap perkawinan dini maupun sikap lainnya yang
merugikan masyarakat,

Pelaksanaam evaluasi sebaiknya dilakukan oleh tim lintas sektoral
atau oleh lembaga-lembaga penelitian dan lembaga perguruan Tingoi.
KESIMPULAN

. Masalah perkawinan diri dan kehamilan wanita muda usia masih merupakan
salah satu masalah yang perlu segera mendapatkan penanganan secara
mantap dan berencana.

2. Perlu dilaksanakan berbagai usaha dan kegiatan untuk meningkatkan
usia perkawinan dengan kebijakan umum berdasarkan program catur
warga menuju tercapainya Nilai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
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ek _--.Sﬂbdl‘dn p1onzam temtaam dliLlJLﬂx&ﬁ pada i\elompok generasi nuda
= menje}anc usia Lawm serta pasanfran usia subur ydno masih muda tanpa
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